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ABSTRAK
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Oleh :
MOCHAMMAD
01031381720045

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai
dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pajak parkir merupakan
pajak daerah yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah untuk
dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan daerah. Secara umum pajak
parkir dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan kepada pengusaha parkir.
Pelaksanakan pajak parkir mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009, serta peraturan dacrah yang terkait sebagai aturan
pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan
kontribusi, serta upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Dari hasil penelitian,
penulis dapat menyimpulkan bahwa (1) Tingkat efektivitas penerimaan pajak
parkir di Kota Palembang pada tahun 2014-2018 hampir seluruhnya sangat
efektif. (2) kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Palembang masih sangat kurang, dibuktikan karena penerimaan pajak parkir
tahun 2014-2018 masih di bawah 10% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Palembang. (3) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan
penerimaan pajak parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu
melakukan monitoring dan sampling.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Parkir, Kota Palembang

Ketua Anggota /\j‘(
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ABSTRACT
Analysis Effectiveness and Contribution of Tax Revenue to Increased Regional
Original Income of Palembang City

By :
MOCHAMMAD
01031381720045

Regional Original Income comes from local taxes, regional levies, the
results of management of separated regional wealth and other legitimate regional
income. Regional Original Income aims to give authority to local governments to
fund the implementation of regional autonomy in accordance with regional
potential as a manifestation of decentralization. Parking tax is a regional tax that is
fully managed by the regional government to be optimally utilized for regional
development. In general parking taxes can be interpreted as taxes imposed on
parking entrepreneurs. Implementing parking tax refers to the Law of the
Republic of Indonesia Number 28 of 2009, as well as relevant regional regulations
as a rule of implementation.

This study aims to determine how much effectiveness and contribution, as
well as efforts to increase parking tax revenues to increase the Regional Original
Income of Palembang City. From the results of the study, the authors can
conclude that (1) The level of effectiveness of parking tax receipts in Palembang
City in 2014-2018 is almost entirely very effective. (2) the contribution of parking
tax receipts to the original revenue of the city of Palembang is still very lacking,
as evidenced because the parking tax revenue in 2014-2018 is still below 10% of
the original revenue of the city of Palembang, (3) Efforts made by the government
in increasing parking tax revenues in order to increase Regional Original
Revenue, namely monitoring and sampling,

Keywords: Regional Original Income, Parking Tax, Palembang City
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini
dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai
dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar
1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga
pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional.
Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat
mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat, serta meningkatkan
perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru
bagi masyarakatnya. Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif dilaksanakan
menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah
daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan
otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah
yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini
disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah
pusat untuk mendanai daerahnya. Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara, memaksimalkan otonomi daerah dan
meningkatkan pembangunan serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa, otonomi
daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam artian bahwa daerah
diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar

urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu



juga dilaksanakan pula dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa urusan
pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang
senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai
dengan potensi dan kekhasan daerah.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan
dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah
termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan
nasional. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan-
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Otonomi daerah
diharapkan dapat, (1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber
daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan
masyarakat, (3) membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2018).

Pimpinan daerah memegang peran yang sangat strategis dalam mengelola
dan memajukan daerah yang dipimpinnya. Perencanaan strategis sangat vital
karena akan terlihat dengan jelas peran kepala daerah dalam melakukan koordinasi
pada setiap unit kerjanya. Besarnya potensi suatu daerah, tidak akan optimal
pemanfaatannya apabila kepala daerah tidak memahami bagaimana cara
mengelolanya. Sebaliknya meskipun potensi suatu daerah kurang tetapi melalui

perencanaan strategis yang tepat dalam mengelola bantuan dari pusat, maka akan



semakin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal
156 ayat 1, Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah. Perlu kecakapan yang tinggi bagi setiap pimpinan daerah supaya
pengelolaan, khususnya alokasi keuangan daerah dilakukan secara efektif dan
efisien guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 pasal 6 merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan
negara. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kemudian
diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah
untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja
pengelola keuangan daerah (selaku pejabat) pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat
daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah yang lebih dikenal dengan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah
yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah
yang membiayai penyelenggaran pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau

mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap



daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Oleh karena itu PAD dalam
konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah,
sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan
mewujudkan otonominya. Mengingat rangka pencapaian pelayanan dan
pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus
secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-
sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
yang potensial adalah dari sektor pajak parkir.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di
luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan
bermotor. Perkembangan jumlah titik parkir di Kota Palembang cukup pesat, hal
ini dapat dilihat dari wawancara Kepada Bidang (Kabid) Pengawasan,
Pengendalian dan Operasional (Wasdalops) Marta Edison. Selain itu, jika sudah
mudah diatur maka akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Palembang kedepannya (Sumber: http://www.rmolsumsel.com).

Pajak parkir memiliki prospek yang cerah melihat semakin meningkatnya
jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Saat ini ada 750 titik parkir dengan
perkembangan wilayah maka titik parkir yang dikelola akan semakin bertambah.
Tentunya hal ini diharapkan dapat mendatangkan pendapatan yang besar terhadap
penerimaan dari sektor pajak parkir apabila semua kendaraan terpungut. Belum lagi

ditambah dengan kendaraan dari pengunjung luar Kota Palembang.



Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak parkir Kota Palembang
tahun 2011-2016 dapat melebihi target yang telah ditetapkan dari Bappeda Kota
Palembang. Peningkatan realisasi atas penerimaan pajak parkir dari tahun 2011-
2016 di Kota Palembang mengalami peningkatan yang berbeda setiap tahunnya,
peningkatan realisasi paling tinggi yaitu ditahun 2012 yang mengalami peningkatan
sebesar 154,41%. Akan tetapi, penurunan realisasi atas penerimaan pajak parkir
terjadi dari tahun 2013-2016. Penurunan ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi
realisasi yang tidak sesuai target dari penerimaan pajak parkir di Kota Palembang
untuk tahun berikutnya. Apalagi ditahun 2015 dan 2016 jumlah presentase
mengalami penurunan hampir parah dari tahun 2014, yaitu dengan presentase
134,09% dan pada presentase tahun 2015 yaitu 107,67% dan 101,70% ditahun 2016
mengalami penurunan kurang lebih 28% dari tahun 2014 dan 37% dari tahun 2011.

Upaya dalam peningkatan penerimaan pajak parkir dalam setiap tahunnya
pasti mengalami kendala tertentu, oleh karena itu pihak Bappeda kota Palembang
harus benar-benar mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada yang terjadi
khususnya pajak parkir. Perkembangan kendaraan bermotor yang semakin
meningkat tiap tahunnya di Kota Palembang, tidak menutup kemungkinan untuk
meningkatkan penerimaan dari sektor parkir. Pendapatan asli daerah dari sektor
parkir dapat dikatakan cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang
cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah. Berdasarkan Perda
Kota Palembang No. 17 Tahun 2010 tentang pajak parkir, menyatakan bahwa tarif

pajak parkir mengalami peningkatan menjadi 30 persen. Meningkatnya tarif pajak



parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup membantu Pendapatan
Asli Daerah Kota Palembang khususnya dalam sektor pajak daerah.

Fenomena yang terjadi di Kota Palembang terkait pajak parkir adalah Dinas
Pendidikan Kota Palembang mulai memberlakukan sistem gate parking.
Penerapannya pihak Disdik bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola
smart parking tersebut. Kepala Disdik Kota Palembang, Ahmad Zulinto, melalui
sekretaris Disdik Kota Palembang Karim Kasim, mengatakan gate parking yang
diterapkannya melalui pihak ketiga tersebut, masuk dalam pajak daerah. Dimana,
pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk
pengelolaannya dan sudah di perdakan. (Sumber: Media Online Ter update 25
Februari 2019).

“Disdik Kota Palembang sudah sampaikan serta berkoordinasi dengan
pemerintah kota maupun provinsi dan pihak terkait hal ini juga sudah di perdakan,
tentunya Disdik Kota Palembang tidak akan melaksanakan sistem gate parking ini
apabila belum memenuhi syarat dan ketentuan perda yang berlaku”, ucap sekretaris
Disdik Kota Palembang Karim Kasim. Lanjut Karim, dengan di terapkannya parkir
ini, merupakan salah satu upaya yang dapat Disdik lakukan, sistem ini bertujuan
untuk memberikan sumbangsih PAD. Melalui pajak parkir yang diterapkan inilah,
yang dapat menjadi satu-satunya sumber PAD melalui Disdik, untuk ke kas Pemkot
Palembang. “Sistem ini di terapkan untuk memberikan sumbangsih sumber PAD
Disdik Kota Palembang, karena tidak ada yang lain. Karena yang lainnya sudah
diambil oleh Provinsi”, ungkap sekretaris Disdik Kota Palembang Karim Kasim.

(Sumber: Media Online Ter update 25 Februari 2019).



Pelaksanaannya ini masih ditemukan hambatan dan kendala dalam
mengoptimalkan pendapatan pajak, khususnya di sektor pajak parkir. Kendala
tersebut antara lain disebabkan karena banyaknya pengusaha kena pajak dari sektor
ini yang tidak transparan dalam melaporkan besarnya pendapatan parkir yang
dikelola, sehingga menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak parkir belum
optimal. Selama tahun 2018, Pihak PT Sky Parking menunggak pajak parkir sebesar
Rp 1,2 miliar untuk kawasan Palembang Square (PS) Mall Palembang. Hal ini
menyebabkan disegelnya kawasan parkir PS Mall oleh pemerintah Kota
Palembang. Jika selama 14 hari terhitung sejak disegel pengelola tidak membayar,
maka izin usaha akan dicabut oleh pemkot. Fenomena ini mengisyaratkan masih
belum optimalnya pengelolaan pajak daerah dari sektor pajak parkir sehingga
mengakibatkan pendapatan Daerah Kota Palembang dari sektor pajak parkir belum
optimal.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis deskriptif mengenai
Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Palembang. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lanovriani (2017). Adapun perbedaan
di penelitian ini adalah terletak pada objek, tahun periode, dan metode analisis
penelitian. Penelitian Lanovriani (2017), menggunakan objek penelitian pada Kota
Yogyakarta, tahun periode 2011 sampai dengan 2015, dan menggunakan analisis
trend dan SWOT. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian
adalah Kota Palembang, tahun periode 2014 sampai 2018, dan metode analisis

dengan menghitung efektivitas dan kontribusi.



Berdasarkan dengan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk

mencoba menganalisis lebih jauh dengan judul “Analisis Efektivitas dan

Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli

Dearah Kota Palembang”.

1.2.

1.3.

1.4.

Perumusan Masalah

Bagaimana efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang?

Bagaimana kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang?

Bagaimana upaya untuk meningkatkan pajak parkir guna meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Untuk mengetahui kontribusi penerimaaan pajak parkir terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Untuk mengetahui upaya meningkatkan pajak parkir guna meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Manfaat Penelitian



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik pada aspek
teoritis maupun aspek praktis. Manfaatnya bagi kedua aspek tersebut antara lain:
1. Aspek Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan dan bisa menambah
kajian ilmu di bidang ekonomi, khususnya mengenai pengelolaan pajak
parkir.
2. Aspek Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukkan dan pertimbangan
bagi Bappeda Kota Palembang tentang Efektivitas pajak parkir dan
selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi, literatur
dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai

pengeloaan pajak parkir.
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